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BAB I 

PENDAHULUAN   

 

1.1. Latar Belakang 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen 

perencanaan yang dibuat setiap tahun sebagai tindaklanjut telah 

ditetapkannya dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan atau biasa disebut 

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), penyusunan Renja PD 

tidak lepas dari peran stakeholder serta pemangku kepentingan dalam 

penyusunan serta beberapa tahapan yang tertuang dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 16 ayat 2 yang dimulai 

dari tahapan : 

a. Persiapan penyusunan. 

b. Penyusunan rancangan awal. 

 penyusunan dilakukan paling lambat minggu pertama bulan 

desember (n-2) dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah 

dan Hasil Evaluasi Renja PD tahun lalu. 

 penyempurnaan rancangan awal berpedoman pada Surat Edaran 

Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah oleh 

Kepala Daerah. 

c. Penyusunan rancangan. 

d. pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah; 

 dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah Surat Edaran 

Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.  

e. perumusan rancangan akhir dan 

f. penetapan 

 ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala 

Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

ditetapkan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan merupakan 

potret dari Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah yang telah 

disampaikan melalui berbagai tahapan dan telah dirumuskan untuk 

mendukung kebijakan kepala daerah, menampung usulan masyarakat dan 

stakeholder, selain itu Renja Perangkat Daerah yang disusun juga telah 

mengakomodir dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga sebagai 
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bagian dari kewenangan serta tugas dan tupoksi Perangkat Daerah dan 

selanjutnya sebagai dasar penyusunan RAPBD. 

1.2. Landasan Hukum 

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah secara normatif 

memuat dasar hukum sesuai dengan kewenangan yang menjadi tugas 

pokok dan fungsi serta sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian/ 

Lembaga terkait: 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 

k.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
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Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 

q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2005-2025 

r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2019-2024 

s. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 

2005-2025 

t. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah 

u. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 

v. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembentukan Produk Hukum Daerah 

w. Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun tahun 2019-

2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun 

Nomor 4 tahun 2021 

x. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 
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y. Peraturan Walikota Madiun Nomor Nomor 64 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023 

z. Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah : 

1. Memberikan gambaran kinerja Perangkat Daerah pada tahun 

sebelumnya yaitu Tahun 2024 

2. Memberikan gambaran rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2025 

3. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan 

program, kegiatan, sub kegiatan serta tolok ukur dari kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah  

1. sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta 

sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada 

Perangkat Daerah yang mengedepankan pelaksanaan akuntabilitas 

kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan 

pembangunan. 

2. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai usulan penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sistematika penyusunan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai berikut : 

 

Penetapan Renja Oleh Kepala Perangkat Daerah 

Daftar Isi 

BAB I  : Pendahuluan 

  1.1. Latar Belakang 

   1.2. Landasan Hukum 

   1.3. Maksud dan Tujuan 

   1.4. Sistematika Penulisan  
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BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat 

Daerah 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan 

Fungsi Perangkat Daerah 

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 

Masyarakat 

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

3.3. Program dan Kegiatan 

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 

BAB V : Penutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


